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WALIKOTA KEDIRI 

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 44 TAHUN 2014

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 44 TAHUN 2010 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN 

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KOTA KEDIRI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kota 

Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang 

Dinas Daerah Kota Kediri, maka terdapat perubahan 

nomenklatur, tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja 

Perangkat Daerah pemungut Bea Perolehan Hak Atas Tanah 

dan Bangunan;

b. bahwa terdapat ketentuan permohonan pengurangan pajak 

terutang BPHTB belum diatur dalam Peraturan Walikota 

Kediri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur 

Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

di Kota Kediri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Walikota Kediri Nomor 47 Tahun 2013;

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Walikota Kediri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Sistem dan 

Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan di Kota Kediri; 

SALINAN
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa 

Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 

Nomor 45);

2. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3988);

3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4287);

4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4355);

5. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembar 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang  

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
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9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

21 Tahun 2011; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 

tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan 

Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

11. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang 

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Kota Kediri Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Kediri Nomor 16) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2007

(Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2007 Nomor 10, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 10);

12. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang 

Dinas Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri 

Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota 

Kediri Nomor 6) sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2014 (Lembaran 

Daerah Kota Kediri Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 22);

13.Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2010 tentang 

Pajak Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 

2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri 

Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota 

Kediri Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah

Kota Kediri Nomor 7);

14. Peraturan Walikota Kediri Nomor 44 Tahun 2010 tentang 

Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas 

tanah dan Bangunan di Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri 

Tahun 2010 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Walikota Kediri Nomor 47 Tahun 2013 (Berita 

Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 47).
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 44 TAHUN 2010

TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA 

PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KOTA 

KEDIRI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 44 Tahun 2010

tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan di Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2010 Nomor 44) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 47 Tahun 

2013 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 47), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi 

sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Atas Permohonan Pengurangan BPHTB oleh Wajib Pajak, Walikota 

berwenang mengurangkan ketetapan pajak terhutang berdasarkan 

pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu 

obyek pajak.

(2) Walikota melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) kepada Kepala Dinas Pendapatan.

(3) Kepala Dinas Pendapatan atas nama Walikota memberikan keputusan 

atas permohonan pengurangan pajak terutang.

(4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa 

mengabulkan seluruh, sebagian atau menolak.

(5) Tata cara permohonan pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

2. Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB IIIA sehingga 

berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIA

KETENTUAN PERALIHAN
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3. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12A 

sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka semua frasa Dinas 

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam Peraturan Walikota 

Kediri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kota Kediri sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 47 Tahun 2013, harus

dibaca Dinas Pendapatan.

4. Lampiran VII ditambah satu format Surat Permohonan Pengurangan BPHTB, 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri

pada tanggal 3 November 2014  

  WALIKOTA  KEDIRI,

          ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR
Diundangkan di Kediri

pada tanggal 3 November 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

     ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2014 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

MARIA KARANGORA,S.H,M.M
Pembina Tingkat I

NIP. 19581208 199003 2 001
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LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR  :    44   TAHUN  2014
TANGGAL :    3 November 2014
-------------------------------------------                                              

  WALIKOTA  KEDIRI,

       ttd.

    ABDULLAH ABU BAKAR

SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN BPHTB

Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengurangan BPHTB

Tahun Pajak………….

Yth. WALIKOTA KEDIRI
c.q  Kepala Dinas Pendapatan

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : ........................................................................................................
NPWP : ........................................................................................................
Alamat : ........................................................................................................
Desa/ Kelurahan*) : ........................................................................................................
Kecamatan : ........................................................................................................
Kabupaten/Kota*) : ........................................................................................................
Nomor Telepon : ........................................................................................................
Sebagai Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak*), atas objek pajak
NOP : . ......................................................................................................
Alamat : ........................................................................................................
Kelurahan : ........................................................................................................
Kecamatan : ........................................................................................................
Kota : Kediri
Tahun Pajak : .......................................................................................................
BPHTB Terutang :  ......................................................................................................

Dengan ini mengajukan permohonan pengurangan atas BPHTB terutang tersebut 
diatas sebesar .............% (...................................persen)  dengan alasan 
.......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

Bersama ini dilampirkan :

1. Berkas Pengajuan BPHTB;
2. Surat kuasa bermaterai Rp. 6.000, dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
3. Surat pernyataan besarnya penghasilan bermaterai Rp. 6.000, bagi wajib pajak 

perorangan;
4. Dokumen pendukung lain :

a. …………………………………………..
b. ………………………………..………..

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan .

…………., ……………………..Tahun….
Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak *)

(…………………..……………………)
Keterangan :
*) coret yang tidak perlu

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

MARIA KARANGORA,S.H,M.M
Pembina Tingkat I

NIP. 19581208 199003 2 001
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WALIKOTA KEDIRI 


PERATURAN  WALIKOTA KEDIRI


NOMOR  44  TAHUN 2014

TENTANG 


PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI


 NOMOR 44 TAHUN 2010 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN 


BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KOTA KEDIRI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


WALIKOTA  KEDIRI,

Menimbang 
: 
a. 
bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor  4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Kediri, maka terdapat perubahan nomenklatur, tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah pemungut Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

b. 
bahwa terdapat ketentuan permohonan pengurangan pajak terutang BPHTB belum diatur dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kota Kediri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 47 Tahun 2013;

b.  
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota  tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kota Kediri; 

Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);


2. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);


4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);


5. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);


6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);


7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang  Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);


9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 


10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

11. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 16)  sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 10);

12. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 6) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 22);

13. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 7);

14. Peraturan Walikota Kediri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan di Kota Kediri  (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2010 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 47 Tahun 2013 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 47).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
: 
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 44 TAHUN 2010 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KOTA KEDIRI. 


Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2010 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 47 Tahun 2013 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 47), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 12  diubah, sehingga keseluruhan  Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Atas Permohonan Pengurangan BPHTB oleh Wajib Pajak, Walikota berwenang mengurangkan ketetapan pajak terhutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu obyek pajak.

(2) Walikota melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Pendapatan.

(3) Kepala Dinas Pendapatan atas nama Walikota memberikan keputusan atas permohonan pengurangan pajak terutang.


(4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa mengabulkan seluruh, sebagian atau menolak.

(5) Tata cara permohonan pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

2. Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB IIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:


BAB IIIA


KETENTUAN PERALIHAN


3. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:


Pasal 12A


Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka semua frasa Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kota Kediri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 47 Tahun 2013, harus dibaca Dinas Pendapatan.

4. Lampiran VII ditambah satu format Surat Permohonan Pengurangan BPHTB, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal  II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri

pada tanggal  3 November 2014   

  WALIKOTA  KEDIRI,




          ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri


pada tanggal  3 November 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,




     ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2014 NOMOR 44



LAMPIRAN   PERATURAN WALIKOTA KEDIRI


NOMOR  
:    44   TAHUN  2014


TANGGAL
:    3 November 2014

-------------------------------------------                                              




  WALIKOTA  KEDIRI,






       ttd.

    ABDULLAH ABU BAKAR

SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN BPHTB







Lampiran 	: 	1 (satu) berkas



Hal	:	Pengurangan BPHTB



		Tahun Pajak………….







Yth. WALIKOTA KEDIRI



c.q   Kepala Dinas Pendapatan







Yang bertanda tangan di bawah ini :



Nama	:	



NPWP	:	



Alamat	:	



Desa/ Kelurahan*)	:	



Kecamatan	:	



Kabupaten/Kota*)	:	



Nomor Telepon	:	



Sebagai Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak*), atas objek pajak



NOP	: .	



Alamat	:	



Kelurahan	:	



Kecamatan	:	



Kota	: Kediri



Tahun Pajak	: 	



BPHTB Terutang	:  	



	



Dengan ini mengajukan permohonan pengurangan atas BPHTB terutang tersebut diatas sebesar .............% (...................................persen)  dengan alasan .............................................................................................................................................................................................................................................................................







Bersama ini dilampirkan :







Berkas Pengajuan BPHTB;



Surat kuasa bermaterai Rp. 6.000, dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;



Surat pernyataan besarnya penghasilan bermaterai Rp. 6.000, bagi wajib pajak perorangan;



Dokumen pendukung lain :



…………………………………………..



………………………………..………..







Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan .







…………., ……………………..Tahun….



Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak *)







(…………………..……………………)



Keterangan :



*) coret yang tidak perlu











SALINAN







Salinan sesuai dengan aslinya



a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI



KEPALA BAGIAN HUKUM







ttd.











MARIA KARANGORA,S.H,M.M



Pembina Tingkat I



NIP. 19581208 199003 2 001































Salinan sesuai dengan aslinya



a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI



KEPALA BAGIAN HUKUM







ttd.







MARIA KARANGORA,S.H,M.M



Pembina Tingkat I



NIP. 19581208 199003 2 001
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